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KATA PENGANTAR 
 

         Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2025 Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan 

suatu bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi dan publik atas 

amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan ini bertujuan untuk 

memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan maupun yang seharusnya 

dicapai. Selain itu, laporan ini juga menjadi sarana perbaikan berkelanjutan bagi 

instansi pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja. 

       Penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja 

Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kami menyadari 

penyusunan laporan kinerja Tahun 2025 masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, 

kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun saran yang membangun 

dalam pencapaian target kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi kedepan. 

 

Jakarta,     Januari 2026 
Kepala Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi 

  

                                                                                                 

Dida Daniarsyah 
  
 
  
  
 



 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Laporan kinerja  Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Tahun 

2025 berisikan tentang capaian serta kendala yang dihadapi dalam mencapai target 

yang telah ditetapkan pada Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan  Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengelolaan sumber daya manusia 

aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2025 Biro Sumber Daya Manusia 

Aparatur dan Organisasi memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO)  sebesar 104,80. 

Pada Tahun 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah dilakukan 

pengukuran terhadap 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja yang menjadi tanggung 

jawab dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. 

Pada Tahun 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi memiliki pagu efektif 

sebesar Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh 

tujuh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua miliar 

sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 

99,98%, dengan sisa anggaran sebesar  Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh 

ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah).  

Secara umum, capaian Kinerja pada Tahun 2025 ini menunjukkan arah yang 

positif, capain ini sekaligus menjadi fondasi untuk meningkatkan capaian di tahun 

2026 dengan tetap mengedepankan  prinsip efektif, efisiensi, dan akuntabilitas kinerja. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta 

fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. 

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 

2025-2029, yaitu “Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan 

Berkualitas” sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2025-2029, maka disusun Rencana Strategis  Sekretariat Jenderal 

(Renstra Setjen)  KKP  Tahun  2025–2029  sebagai  dokumen  perencanaan  jangka 

menengah yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan landasan dalam  

mewujudkan  visi  dan  misi  pembangunan  kelautan  dan  perikanan sesuai dengan 

tugas dan fungsi Setjen KKP. 

Berdasarkan Renstra Setjen KKP Tahun 2025-2029 terdapat 2 (dua) indikator 

Kinerja yang diampu oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi yaitu: Indeks 

Rekomendasi Birokrasi (RB)  KKP dan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 

(IP ASN) Lingkup KKP. 

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi ini merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi ini Mengacu Pada Peraturan Presiden Nomor 29 

Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta 



 

pengungkapan yang memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sampai 

dengan Tahun 2025. 

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai Laporan atas Kinerja 

yang telah diperjanjikan Kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan informasi 

kinerja kepada publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 B. Organisasi, Tugas dan Fungsi 
1.  Susunan Organisasi dan tata Kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi 
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 

Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi sebagai salah satu unit organisasi di bawah 

Sekretariat Jenderal, mempunyai susunan organisasi sebagai berikut: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. 

sumber : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi Tata           
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan   

Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan,  



 

   

2.   Tugas Pokok dan Fungsi Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

Dalam melaksanakan tugasnya untuk berkoordinasi dan mengelola sumber 

daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana, serta fasilitasi 

pelaksanaan reformasi birokrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi mempunyai fungsi: 

a. penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan perencanaan dan 

pembangunan, manajemen talenta, serta pemantauan dan evaluasi 

pembinaan sumber daya manusia aparatur; 

b. penyiapan koordinasi alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, 

disiplin, pemberhentian, dan pemensiunan pegawai aparatur sipil negara; 

c.  penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan penilaian kompetensi 

pegawai aparatur sipil negara; 

d. penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, analisis, 

pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, 

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional; 

e. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penilaian 

prestasi kerja pegawai aparatur sipil negara; 

f.   penyiapan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan sistem, 

data, informasi, dan arsip kepegawaian; 

g. penyiapan koordinasi, fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi 

dan tata laksana; 

h. penyiapan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; 

i.   pelaksanaan dan koordinasi administrasi jabatan fungsional di bawah 

pembinaan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi; dan 

j.   pelaksanaan urusan administrasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi. 
 

Terkait dengan Sumber Daya Manusia pada Bulan November terdapat 1 (satu) 

orang pegawai yang memasuki masa purna bakti yang dimana hal tersebut 

merubah jumlah pegawai aktif di Biro SDM Aparatur dan Organisasi yang 

semula berjumlah 79 (tujuh puluh sembilan) orang  menjadi 78 (tujuh puluh 

delapan) orang pegawai, yang terdiri dari 42 (enam puluh dua) orang laki-laki 



 

dan 36 (tiga puluh tujuh) orang perempuan, dengan rincian 72 (tujuh puluh dua) 

orang ASN, 2 (dua) orang PPPK, dan 5 (lima) orang PPNPN. 

 

 

Gambar 2. Komposisi Pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi per 01 Desember 2025 

 

 3.    Potensi dan Tantangan 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi memiliki berbagai potensi strategis dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain: 

1) komitmen pimpinan dan aparatur yang tinggi terhadap tata kelola pemerintahan 

yang baik; 

2) ketersediaan SDM yang andal;  

3) sarana prasarana kerja yang memadai; 

4) dasar hukum yang kuat;  

5) sistem kerja berbasis teknologi informasi yang menunjang efektivitas kerja; 

6) perencanaan program dan anggaran yang berkualitas; 

7) pelaksanaan reformasi birokrasi yang konsisten; dan 

8) informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif. 



 

Namun demikian, sejumlah tantangan masih perlu diatasi untuk 

mengoptimalkan kinerja, seperti keterbatasan dalam pemerataan pelatihan pegawai 

untuk mendukung profesionalisme ASN, kebutuhan penyesuaian struktur organisasi 

dengan dinamika beban kerja, SDM dalam mendukung sistem pemerintahan berbasis 

digital serta adanya efisiensi anggaran.  

 

5.        
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

  

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Biro Sumber Daya 

Manusia Aparatur dan Organisasi telah melaksanakan berbagai kegiatan yang 

dirumuskan secara lebih spesifik dan terukur. Sasaran kegiatan tersebut 

ditetapkan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pada 

tahun berjalan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana target capaian 

yang terukur dan realistis, serta diupayakan untuk dapat direalisasikan dalam 

kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Hal ini dilaksanakan sejalan 

dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 

(Renstra). Setiap tujuan dalam Renstra disertai dengan indikator yang terukur 

guna menjamin konsistensi dan kesinambungan dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 

            Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi, pembinaan, pengelolaan sumber daya manusia aparatur di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sasaran Kegiatan Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi untuk tahun 2025 adalah tata kelola pemerintahan yang efektif dan 

akuntabel di bidang pengelolaan SDM Aparatur. 
   

1. Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025 
Indikator kinerja dan target kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang 

akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, yang 

dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja. Terdapat 2 Sasaran Kegiatan yang 

dijabarkan dalam 19 indikator kinerja yang dituangkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tabel 1. Sasaran Kegiatan indikator Kinerja dan Target IK 

        Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025  

SASARAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Tata Kelola 
pemerintahan yang 
efektif dan akuntabel 
di bidang Pengelolaan 
SDM Aparatur 

  

1 Nilai Implementasi Reformasi 
Birokrasi Setjen (nilai) 

86 

2 Nilai Sistem Merit KKP (nilai) 394 

3 Indeks Profesionalitas ASN Setjen 
(indeks) 

82 

4 Indeks Implementasi Norma, 
Standar, Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) Manajemen ASN  

85 

5 Indeks Pembinaan JF KKP 
(Indeks) 

72 

6 Nilai Kelayakan Penyelenggara 
Penilaian Kompetensi KKP (nilai) 

80 

7 Persentase Penyederhanaan 
Struktur Organisasi KKP (%) 

100 

8 Persentase Penyelesaian Proses 
Bisnis Level 2 dan Level 3 serta 
Standar Operasional Prosedur 

65 

9 Penetapan Penghargaan ASN 
Bidang Kelautan dan Perikanan 
tingkat Nasional (nilai) 

5 

10 Tingkat Capaian Sistem Kerja 
untuk Penyederhanaan Birokrasi 
KKP (Nilai) 

5 

11 Persentase BerAKHLAK KKP (%) 70 

12 Persentase Rekomendasi 
Kebutuhan JF Daerah (%) 

82 

13 Indeks Kepuasan Pelayanan SDM 
Aparatur dan Organisasi (indeks)  

3 



 

SASARAN KEGIATAN URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

Terwujudnya layanan 
dukungan manajemen 
yang baik lingkup Biro 
SDMAO  

14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro 
SDM Aparatur dan Organisasi 

87 

15 Indeks Profesionalitas ASN Biro 
SDM Aparatur dan Organisasi(%) 

82 

16 Persentase Penyelesaian Program 
Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan Bidang 
Pengelolaan SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

100 

17 Persentase penyelesaian temuan 
BPK Lingkup Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi  (%) 

100 

18 Persentase Jumlah Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk Perbaikan 
Kinerja Lingkup Biro SDMAO  (%) 

85 

19 Persentase Realisasi Penyerapan 
Anggaran Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

95 

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 (rev. Desember 

2025) 

 
2.   Program dan Kegiatan 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi melaksanakan program kerja yang 

mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal secara keseluruhan yaitu 

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Sedangkan program kerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah 

meningkatkan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian KKP. Tujuan kegiatan 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah 

“Terwujudnya dukungan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang 
profesional di lingkungan KKP”. 



 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi beberapa kegiatan yaitu: Pengelolaan SDM 

dan Organisasi yang dijabarkan dalam output sebagai berikut: 

a. Layanan Manajemen SDM; dan 

b. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal. 

  adapun dukungan anggaran terhadap dua layanan utama pada Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi dan dua layanan pendukung berupa dukungan 

manajemen internal adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.  

Anggaran Layanan RO Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

No  Kode Anggaran  Uraian Pagu Anggaran 
(Rp) 

1. 
2323.EBA.960 Layanan Organisasi, Tata 

Laksana dan Reformasi 

Birokrasi 

45.812.000 

2. 2323.EBC.954 Layanan Manajemen SDM 302.778.000 

3. 2323.EBA.962 Layanan Umum 1.063.853.000 

4. 2323.EBA.994 Layanan Perkantoran 684.884.000 

TOTAL 2.097.327.000 
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 BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
 

A.  Capaian Kinerja Organisasi 
Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

merupakan kinerja secara kolektif dari seluruh tim di Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi, dengan didasarkan atas perjanjian kinerja telah dilakukan pengukuran 

dan evaluasi kinerja secara berkala. 

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja 

(SAPK), Secara umum Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi untuk Tahun 2025 sebesar 104,80. 

 
Gambar 3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi     
                   pada  aplikasi kinerjaku, sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id 
  

  

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja pada aplikasi kinerjaku 

Triwulan IV Tahun 2025 Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 

memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO)  sebesar 104,80, capaian tersebut 

mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2024 dengan nilai 

sebesar 120,00 atau mengalami penurunan sebesar 2,35% dari tahun 2024. Hal 

tersebut terjadi dikarenakan untuk Tahun 2025 pengukuran capaian kinerja 

Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan Perikanan tingkat Nasional 

dilakukan pada bulan Oktober 2025. 

  



 

           

 

 
 

 

Capaian Kinerja IKU 
Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

Triwulan IV Tahun 2024 

Capaian Kinerja IKU 
Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

Triwulan IV Tahun 2025 
  

Gambar 4. Dashboard Capaian NKO TW IV TA 2024 dan TA 2025 Biro SDM Aparatur dan  
                  OrganisasiSumber: www.kinerjaku.kkp.go.id 

  
  

Secara rinci capaian indikator kinerja utama di untuk Sasaran Strategis 

terwujudnya Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi Tahun 2025 dapat diikuti pada tabel berikut:  

Tabel 3. 
Capaian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 

SASARAN 
KEGIATAN URAIAN Indikator Kinerja 

Target 

Realisasi Capaian Tahun 
2025  

TW IV/ 
Semes
ter II 

Tata Kelola 
Pemerintahan 
yang efektif 
dan akuntabel 
di bidang 
Pengelolaan  
SDM Aparatur 

1 Nilai Implementasi 
Reformasi Birokrasi 
Setjen (nilai) 

86 86 90,43 105,15 

2 Nilai Sistem Merit 
KKP (nilai) 

394 394 398 101,02 

3 Indeks Profesionalitas 
ASN Setjen (indeks) 

82 82 88,37 107,77 



 

SASARAN 
KEGIATAN URAIAN Indikator Kinerja 

Target 

Realisasi Capaian Tahun 
2025  

TW IV/ 
Semes
ter II 

4 Indeks Implementasi 
Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria 
(NSPK) Manajemen 
ASN  

85 85 89,71 105,41 

5 Indeks Pembinaan JF 
KKP (Indeks) 

72 72 74 102,78 

6 Nilai Kelayakan 
Penyelenggaran 
Penilaian Kompetensi 
KKP (nilai) 

80 80 84,86 106,08 

7 Persentase 
Penyederhanaan 
Struktur Organisasi 
KKP (%) 

100 100 100 100 

8 Persentase 
Penyelesaian Proses 
Bisnis Level 2 dan 
Level 3 serta Standar 
Operasional Prosedur 
(%) 

65 65 65 100 

9 Penetapan 
Penghargaan ASN 
Bidang Kelautan dan 
Perikanan tingkat 
Nasional (nilai) 

5 5 5 100 

10 Tingkat Capaian 
Sistem Kerja untuk 
Penyederhanaan 
Birokrasi KKP (Nilai) 

5 5 5 100 

11 Persentase 
BerAKHLAK KKP (%) 

70 70 78,7 112,43 



 

SASARAN 
KEGIATAN URAIAN Indikator Kinerja 

Target 

Realisasi Capaian Tahun 
2025  

TW IV/ 
Semes
ter II 

12 Presentase 
Rekomendasi 
Kebutuhan JF Daerah 
(%) 

82 82 82 100 
 

 13 Indeks Kepuasan 
Pelayanan SDM 
Aparatur dan 
Organisasi (Indeks) 

3 3 3,4 114,33 

Terwujudnya 
layanan 
dukungan 
manajemen 
yang baik 
lingkup Biro 
SDMAO 

14 Nilai Penilaian Mandiri 
SAKIP Biro SDM 
Aparatur dan 
Organisasi 

87 87 87 100 

15 Indeks Profesinalitas 
 ASN lingkup Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi  

82 82 90,58 110,46 

16 Persentase 
Penyelesaian 
Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Pengelolaan SDM 
Aparatur dan 
Organisasi (%) 

100 100 100 100 

17 Persentase 
penyelesaian temuan 
BPK Lingkup Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

100 100 100 100 

18 Persentase Jumlah 
Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja 
Lingkup Biro SDM 

85 85 85 100 



 

 

  

Dalam mencapai Sasaran Kegiatan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

telah mengevaluasi dan menganalisis kinerja dalam rangka menggambarkan 

keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka 

mewujudkan sasaran dan tujuan. 

Pada tahun 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi memiliki 2 sasaran 

Kegiatan dan 19 Indikator  Kinerja Utama dengan capaian NKO sebesar 104,80 

 
  

  

IK 1 : Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Setjen 

 

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 5 Tahun 

2025 tentang Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal Tahun 2025, Nilai Implementasi 

Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal adalah Indikator yang dibentuk dari 12 (dua 

belas) Indikator Kinerja Mandatory sebagai berikut: 

1. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja Sekretariat Jenderal (Bobot 10); 

2. Batas tertinggi nilai temuan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK Sekretariat 

Jenderal (Bobot 10); 

SASARAN 
KEGIATAN URAIAN Indikator Kinerja 

Target 

Realisasi Capaian Tahun 
2025  

TW IV/ 
Semes
ter II 

Aparatur dan 
Organisasi (%) 

19 Persentase Realisasi 
Penyerapan 
Anggaran Biro SDM 
Aparatur dan 
Organisasi (%) 

95 95 99,98 105,24 



 

3. Nilai PM SAKIP Sekretariat Jenderal (Bobot 10); 

4. IKPA Sekretariat Jenderal (Bobot 10); 

5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Sekretariat Jenderal (Bobot 10); 

6. Nilai Maturitas Struktur dan Proses SPIP Sekretariat Jenderal (Bobot 10); 

7. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal (Bobot 10); 

8. Nilai pengawasan kearsipan internal Sekretariat Jenderal (Bobot 10); 

9. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP 

Sekretariat Jenderal (Bobot 5); 

10. Nilai Pembangunan Integritas Sekretariat Jenderal (Bobot 5); 

11. Persentase penyelesaian program penyusunan peraturan menteri dan 

keputusan menteri di bidang Sekretariat Jenderal (Bobot 5); dan 

12. Persentase penyelesaian proses bisnis level 2 dan 3 dan SOP Sekretariat 

Jenderal (Bobot 5). 

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi Nomor 140/SJ.3/OT.720/I/2026, tanggal 23 Januari 2026, Hal: Perbaikan 

Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit 

Organisasi Eselon I Tahun 2025, Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Sekretariat 

Jenderal pada Tahun 2025 adalah sebesar 90.62 dengan rincian sebagaimana 

tercantum pada tabel berikut: 

No Indikator Kinerja 
Mandatori (IKM) 

Bobot Range 
Nilai 

Batas 
atas 

Capaian 
IKU 

Nilai 
Indikator 

1 Persentase 

rekomendasi hasil 

pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk 

perbaikan kinerja 

SETJEN 

10 0-100 100 100.00 10.00 

2 Batas tertinggi nilai 

temuan hasil 

pemeriksaan BPK RI 

atas LK SETJEN 

10 100-0 100 99.77 9.98 



 

No Indikator Kinerja 
Mandatori (IKM) 

Bobot Range 
Nilai 

Batas 
atas 

Capaian 
IKU 

Nilai 
Indikator 

3 Nilai PM SAKIP 

SETJEN 

10 0-100 100 89.60 8.96 

4 IKPA SETJEN 10 0-100 100 95.58 9.56 

5 Nilai Kinerja 

Perencanaan 

Anggaran SETJEN 

10 0-100 100 91.50 9.15 

6 Nilai Maturitas 

Struktur dan Proses 

SPIP SETJEN 

10 1-5 5 3.77 7.54 

7 Indeks Profesionalitas 

ASN SETJEN 

10 0-100 100 88.37 8.84 

8 Nilai pengawasan 

kearsipan internal 

SETJEN 

10 0-100 100 99.10 9.91 

9 Persentase rencana 

umum pengadaan 

PBJ yang diumumkan 

pada SIRUP (unit es 

1) 

5 0-100 100 91.19 4.56 

1 Nilai Pembangunan 

Integritas (unit es 1) 

5 0-100 100 77.51 3.88 

1 Persentase 

penyelesaian program 

penyusunan 

peraturan menteri dan 

keputusan menteri di 

bidang (unit es 1) 

5 0-100 100 100.00 5.00 

1 Persentase 

penyelesaian proses 

5 0-100 100 65.00 3.25 



 

No Indikator Kinerja 
Mandatori (IKM) 

Bobot Range 
Nilai 

Batas 
atas 

Capaian 
IKU 

Nilai 
Indikator 

bisnis level 2 dan 3 

dan SOP (unit es 1) 

Nilai Implementasi RB SETJEN 90.62 

 

 

 

Pada tahun 2025, target capain Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup 

Sekretariat Jenderal adalah sebesar 86,00.    

Tabel 5. 
Capaian Indikator Kinerja 1 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 1 Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi KKP (nilai) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaia

n 

TW IV 
2025 

% 
kenai
kan 

2024-
2025 

Target 

2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

        
90,4

3 
86 90,43 105,15 - 86 105,15 88 - 

  

 

Upaya kedepan di triwulan IV atau semeter II ini untuk capaian RB Setjen 

sebesari 90,43 dari target sebesar 86.00 sebagamana tertuang dalam Nota Dinas 

Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 87/SJ.3/OT.720/I/2026  tanggal 13 

Januari 2026, dengan kata lain capain yang di peroleh telah melebihi target RB Setjen 

untuk tahun 2025. 



 

  

 

 Sumber. Nota Dinas Biro SDMAO Nomor 87/SJ.3/OT.720/I/2026 tanggal 13 Januari 2026, Capaian Indikator Kinerja Mandatory 

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 

 

IK 2 : Nilai Sistem Merit KKP 

Persentase Penerapan sistem merit merupakan mandat UU Nomor 5 Tahun 

2014 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang transparan 

dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan kinerjanya. Sistem 

merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, 

kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa 

diskriminasi.  



 

Tujuan sistem merit ini untuk: 

1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka         

pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; 

2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; 

3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; 

4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan 

prinsip merit (nepotisme, primordialisme). 

Penerapan sistem merit ini akan menghapus praktik-praktik ketidakadilan mulai 

dari tahap perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan (rekrutmen), 

pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan disiplin, pengembangan karir, 

hingga pemberian imbalan berupa gaji, tunjangan, perlindungan, pensiun, dan 

jaminan hari tua. Untuk mengetahui tingkat maturitas (kematangan) instansi 

pemerintah dalam menerapkan sistem merit, ditetapkan alat ukur berupa Indeks 

Sistem Merit. Dalam Permen PAN dan RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara, bahwa aspek penilaian dalam 

penerapan sistem merit meliputi: perencanaan kebutuhan; pengadaan; 

pengembangan karier; promosi dan mutasi; manajemen kinerja; penggajian, 

penghargaan dan disiplin; perlindungan dan pelayanan; dan sistem informasi. Hasil 

penilaian akan dikelompokkan dalam kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang 

dicapai dengan sebutan “kategori I” untuk indek 0 – 0,4 sampai dengan “kategori IV” 

(sangat baik) dengan indeks 0,8– 1. Pada Tahun 2025 ini, target capaian nilai untuk 

sistem merit sama besarnya seperti tahun sebelumnya dengan nilai sebesar 394. 

Tabel 6. 
Capaian Indikator Kinerja 2 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 2 Indeks Penerapan Sistem Merit (nilai) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaikan 

2024-
2025 

Targe
t 

2025 

% 
Capai

an 
terhad

ap 
Targe
t TW 

III 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

0,95 0,95 0,96 0,96 398 394 398 101,02 - 394 301,0
2 

394 - 

  



 

Penerapan sistem merit pada KKP secara kuantitas proses bisnis telah efektif 
dan diselenggarakan dengan berprinsip pada keberlanjutan dan komitmen yang tinggi 
dalam penerapannya. Berdasarkan hasil penilaian LKE, penerapan sistem merit KKP 
tahun 2025 termasuk sebutan sangat baik, kategori IV, dan indeks 0,81 dengan nilai 
sebesar 398, karena sudah memenuhi sebagian besar dari aspek-aspek prinsip merit 
dalam manajemen ASN 

 
Dalam rangka akselerasi dan optimalisasi penerapan sistem merit, dibutuhkan 

pengembangan dan penguatan implementasi manajemen talenta dalam manajemen 
ASN untuk mempersiapkan kader penerus dengan talenta terbaik yang pada 
gilirannya akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik. Di samping itu, 
KKP dan SDM perlu meningkatkan agility dan kemampuan adaptif untuk menghadapi 
tantangan dan dinamika perubahan di tingkat nasional dan global  

 
 

  

IK 3 : Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks) 

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta 

derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-

tugasnya. IKU-1. Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru di tahun 2019 

yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 

2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai Indeks 

Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang 

diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Jenderal, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN 

dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil 

Negara. Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu: 

a. Kualifikasi; 

b. Kompetensi; 

c.  Kinerja; dan 

d. Disiplin. 

 

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat diperoleh dari 

beberapa sumber yang tervalidasi meliputi: 



 

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan 

ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang 

sudah di update pada aplikasi SIMPEG Online KKP. 

b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan nilai Diklat Pim, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan 

Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; 

2. Pejabat Struktural wajib sudah pernah melaksanakan Diklat Pim, sesuai 

dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun 

berjalan dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; 

3. Pejabat Fungsional wajib sudah pernah melaksanakan Diklat 

Fungsional/Teknis, Diklat 20JP secara proporsional pada tahun berjalan 

dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; 

4. Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP secara 

proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dihitung sejak 2 tahun 

terakhir dengan total bobot yaitu 40; 

c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Kinerja BKN pada aplikasi SIASN 

hasil pengolahan dari Aplikasi Kinerja BKN dengan pengambilan Predikat 

Kinerja; d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan 

ketentuan diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 

1(satu) tahun terakhir dan di update pada aplikasi SIMPEG; dan 

d.  Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (KKP) dengan ketentuan  diambil yang tidak pernah/ pernah dijatuhi 

hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan di update pada aplikasi e-

Pegawai.  

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi selaku penanggung 

jawab untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data 4 (empat) 

dimensi terhadap pelaksanaan pengukuran IP ASN pegawai di lingkup Sekretariat 

Jenderal. Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Jenderal pada Tahun 2025 

memiliki target indeks sebesar 82 sedangkan di tahun 2024 memiliki target indeks 

sebesar 80 dengan realisasi indeks sebesar 85. 



 

Tabel 7. 
Capaian Indikator Kinerja 3 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 3 Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025 

2021 2022 2023 2024 2025 Targe
t 

TW 
IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaia

n 

TW IV 
2025 

% 
kenaik

an 
2024-
2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

81,36
% 

82,90
% 

83,31 87,05 88,37 82,00 88,37 107,77 - 82 107,77 84 - 

  

Capaian IKU IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan IV/Semester II 

Tahun 2025, sebesar 88,37 (kategori Tinggi) terdiri dari kualifikasi 22,71, kompetensi 

34,47, kinerja 26,18; dan disiplin 5. Target sebesar 82 (kategori Tinggi), sehingga 

prosentase capaian sebesar 107,77% (melebihi target). 

   

 

Gambar 5. Dashboard Capaian IPASN Lingkup Setjen Tahun 2025 pada  aplikasi IP ASN, 
sumber: http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/eselon 

 

 

 

 



 

IK 4 : Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan KKP 

Dalam Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan 

keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN pada Instansi 

Pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan 

dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan. 

Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan secara berkala 

setiap tahun. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dapat 

menggunakan sistem aplikasi. Sistem aplikasi dikelola dan dikembangkan BKN untuk 

pengolahan hasil penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. 

Untuk melakukan penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN 

menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, 

Setelah dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian 

Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, Nilai merupakan nilai Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. 

Kategori ditetapkan sebagai berikut: 

1) Nilai Indeks dengan jumlah antara 81-100 diberi kategori A. 

2) Nilai Indeks dengan jumlah antara 61-80 diberi kategori B. 

3) Nilai Indeks dengan jumlah antara 41-60 diberi kategori C. 

4) Nilai Indeks dengan jumlah antara 21-40 diberi kategori D. 

5) Nilai Indeks dengan jumlah antara 0-20 dengan diberi kategori E. 

Pada tahun 2025 ini, target nilai Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 

(NSPK) adalah sebesar 85, meningkat dari pada target tahun sebelumnya yaitu 

sebesar 85. 

 

 

 



 

Tabel 8. 
Capaian Indikator Kinerja 4 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang  Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 4 Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan 
KKP 

Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Targe
t 

TW 
IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

- - 85 89,71 89,71 85 89,71 105,5
4 

- 85 105,54 89 - 

  

  

Telah dilaksanakan koordinasi melalui rapat-rapat untuk mendorong pelaksaan 

kegiatan yang menjadi catatan dan rekomendasi di tahun 2023.  

1.Pada tanggal 23 Juli 2024 melalui Undangan Kepala Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi Nomor B.2800/SJ.3/TU.330/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024 pelaksanaan 

monev Implementasi NSPK Manajemen ASN di lingkungan KKP sekaligus Sosialisasi 

aplikasi I-MUT dengan mengundang Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara. 

2.Pada tanggal 14 Oktober 2024 Kepala Biro SDM Aparatur dna Organisasi 

menyampaikan Nota Dinas Kepada Para Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris 

Inspektorat jenderal, para Sekretaris Badan dan Para Ketua Tim Kerja Lingkup Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi, Nota Dinas Nomor: 1810/SJ.3/TU.210/X/2024 Hal 

Permohonan Dokumen Pendukung Penilaian Implementasi NSPK Manjemen ASN 

Tahun 2024. 

3.Pada tanggal 13 November 2024 melakui Undangan Kepala Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi Nomor B.4853/SJ.3/TU.330/XI/2024 tanggal 12 November 

2024 Hal Undangan Rapat dengan Agenda Pemaparan dan Penyampaianan 

Dokumen Pendukung Penilaian NSPK Manajemen ASN 2024. 

Surat Plt. Kepala Badan Kepegawiaan Negara Nomor 9436/B-

AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Hal Penyampaian Hasil 

Pengawasan dan Pengendalaian Implementasi Norma Standar, Prosedur, dan 



 

Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan 

mendapatkan Nilai Indeks 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul. 

  

 

IK 5 : Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional KKP 

Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Tim Kerja Peningkatan Utilitas 

Jabatan Fungsional menjelaskan tentang capaian Indeks Kinerja Utama serta kendala 

yang dihadapi selama tahun 2024 dalam rangka pencapaian target pada tahun 2025. 

Dalam bagian ini menjelaskan capaian Indeks Kinerja Utama Indeks Pembinaan 

Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembinaan 

jabatan fungsional dalam rangka upaya peningkatan dan pengendalian standar 

profesi jabatan fungsional yang meliputi pelaksanaan tugas jabatan dan penilaian 

kinerja Pejabat Fungsional. Dalam pengukuran pelaksanaan IKU ini berdasarkan 

kualitas pembinaan Jabatan Fungsional berdasarkan pada Permen PAN RB Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional 

serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit 

Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. Pada tahun 2024, target nilai yang ditetapkan adalah 71 dan realisasinya 

sebesar 71 sedangkan pada tahun 2025 ini memiliki target sebesar 72. 

 Tabel 9. 
Capaian Indikator Kinerja 5 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 5 Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW VI 
2025 

Target 
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - 74 74 74 72 74 102,78 - 72 102,78 76 - 

 

 Indeks pembinaan jabatan fungsional sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kinerja 

dan mengukur pencapaian tujuan strategis dan merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian 

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam memuat informasi mengenai capaian Indeks 

Kinerja Utama serta kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Pada bagian ini disajikan 



 

capaian Indeks dan analisis capaian IK Pembinaan Jabatan Fungsional di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembinaan Jabatan Fungsional dilaksanakan sebagai 

upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi, yang mencakup pelaksanaan tugas 

jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Fungsional. Pengukuran capaian IK tersebut dilakukan 

berdasarkan kualitas pembinaan Jabatan Fungsional yang berpedoman pada ketentuan 

pembinaan Jabatan Fungsional serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 

Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. 

Pada tahun 2025, target nilai yang ditetapkan adalah 72 dan realisasinya sebesar 74 

yang termasuk dalam Kategori Cenderung Optimal yang diukur melalui 3 (tiga) dimensi yaitu 

pembinaan profesionalitas jabatan fungsional, pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional 

dan pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. 

  

 

IK 6 : Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi  

  Proses membandingkan unsur standar penilaian yang telah ditetapkan dengan 

fakta dan bukti data dukung yang dimiliki penyelenggara penilaian kompetensi. Untuk 

melakukan Penilaian dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian 

Kompetensi ASN menggunakan formulasi penghitungan Nilai Akreditasi (Penilaian 

dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang tertuang 

dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019, Setelah 

dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Nilai 

Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi, Nilai merupakan Pengakuan 

kelayakan yang dilakukan melalui penetapan kategori kelayakan berdasarkan 

rekapitulasi hasil penilaian. 

Kategori ditetapkan sebagai berikut: 

1) pengakuan kelayakan kategori A dengan rentang nilai antara 88,1 (delapan 

puluh delapan koma satu) sampai dengan 100 (seratus); 

2) pengakuan kelayakan kategori B untuk rentang nilai antara 62,0 (enam puluh 

dua koma nol) sampai dengan 88,0 (delapan puluh delapan koma nol); 

3) pengakuan kelayakan kategori C untuk rentang nilai antara 41,9 (empat puluh 

satu koma sembilan) sampai dengan 61,9 (enam puluh satu koma sembilan); 



 

4) pengakuan kelayakan kategori D nilai di bawah 41,9 (empat puluh satu koma 

sembilan). 

Target nilai untuk IK Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada tahun 

2025 adalah sebesar 80. 

 
Tabel 10. 

Capaian Indikator Kinerja 6 
Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 6 Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi (nilai) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaikan 

2024- 
2025 

Target 

2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Targe
t 2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - 80,01 - 84,86 80 84,86 106,08 - 80 106,08 84 - 

  

 Pada Triwulan IV ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan terkait 

Pengembangan Kompetensi  yaitu: 1. Penkom JP Roren; 2. Penkom Pemetaan 

Pegawai Bulan November 2025; 3. Penkom Teknis Level 1-3 Periode II; 4. Penkom 

JF Non KP; 5. Penkom Seleksi Kelayakan TB; 6. Penkom JPT Pratama; 7. Penkom 

JF Madya Bid. KP Bulan November 2025; 8. Profiling ASN_BKN; 9. Penkom JM 

BPPMHKP, DJPK dan DJPB; 10. Penkom JF Madya PSDKP, PSDKP & DJPK; 11. 

Penkom MAT Bulan Desember 2025. 

   

IK 7 : Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi 
KKP 

Penyederhanaan birokrasi dua level merupakan amanat dari Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) dalam pidato 14 Juli 2019 dan 20 Oktober 2019. Presiden 

mengarahkan penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon, serta 

mengganti Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) dengan 

Jabatan Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Oleh karena itu, 

Penyederhanaan birokrasi dua level menjadi hal yang mendesak dilakukan. 



 

Dengan struktur yang disederhanakan, diharapkan kinerja birokrasi lebih efisien 

dan efektif. Kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi memberi 

peluang bagi jabatan fungsional memberikan dukungan terhadap kualitas ASN, 

mempercepat pengambilan keputusan bagi pimpinan, langkah untuk mempercepat 

proses perizinan dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang, dan tercapainya 

tujuan organisasi (K/L) lebih efisien dan efektif. IKU Penyederhanaan Struktur 

Organisasi KKP pada tahun 2025 ini memiliki target nilai yang sama seperti pada 

tahun sebelumnya. 

 
 

Tabel 11. 
Capaian Indikator Kinerja 7 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 7 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP (Persentase) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW III 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

- - 100 100 100 100 100 100 - 100 100 100 - 

 

Pada tahun 2025 tidak dilaksanakan penilaian terhadap penyederhanaan struktur 

organisasi. Oleh karena itu, capaian pada tahun 2025 mengacu pada hasil penilaian tahun 

2024, sebagamana tercantum dalam surat dari Kemenpan RB Nomor B/213/RB.06/2025 

tanggal 25 April 2025 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024.  

  

IK 8 : Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 
dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur 

Proses Bisnis (probis) merupakan Kumpulan aktivitas terstruktur yang 

menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk 

menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan 

pendirian organisasi. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian 

instruksi tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan aktivitas 

organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan. 

Probis KKP terdiri atas : 

a. Probis Level 0; 



 

b. Probis Level 1; 

c.  Probis Level 2; dan 

d.    Probis Level 3. 

Penyusunan SOP berdasarkan Level 3. Indikator ini mengukur capaian kinerja 

unit organisasi eselon I dalam penyelesaian Probis Level 2 dan Level 3 serta SOP, 

tidak termasuk Probis Level 0 dan Level 1. Probis Level 0 dan Level 1 KKP akan 

ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan, 

sedangkan untuk Probis Level 2 dan Level 3 masing-masing unit organisasi dengan 

Keputusan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.  

IK Proses Bisnis KKP belum memiliki target dikarenakan IK Probis baru di input pada 

tahun 2025. 

Tabel 12. 
Capaian Indikator Kinerja 8 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 8 Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar Operasional Prosedur 
(Persentase) 

Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-20294 

2021 2022 2023 2024 2025 Targe
t 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - - - 65 65 65 100 - 65 100 85 - 

 

Pada triwulan IV atau Semeter II Capaian Indikator Kinerja Mandatory 

Persentase Penyelesaian Proses Bisnis Level 2 dan Level 3 serta Standar 

Operasional Prosedur Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025 sebesar 65% dari terget 

65% atau dengan kata lain memenuhi target kinerja. 

IK 9 : Penetapan Penghargaan ASN Bidang Kelautan dan 
Perikanan tingkat Nasional 

Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan 

terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta 

memberikan karya terbaik kepada bangsa dan negara. Pemberian penghargaan salah 



 

satu langkah menumbuhkan kebanggan, keteladanan, kepatriotan, sikap 

kepahlawanan dan semangat kejuangan kepada dan untuk masyarakat, bangsa dan 

negara. Penghargaan merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni berupa pemberian gelar, tanda jasa, 

dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 

Kehormatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, 

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, 

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

Tujuan penyelenggaraan pemberian penghargaan/tanda jasa/kehormatan 

adalah sebagai suatu penghargaan dan pengakuan dari negara kepada seseorang, 

kesatuan maupun organisasi atas jasa-jasa dan darma baktinya terhadap bangsa dan 

negara, untuk memberikan dorongan yang kuat guna memelihara kesetiaan, 

kebanggaan, peningkatan prestasi serta semangat bekerja dan semangat 

kepahlawanan, dan sebagai teladan bagi yang lain untuk berbuat dan berperilaku 

yang sama terhadap bangsa dan negara. IKU Penetapan ASN Teladan bidang 

Kelautan dan Perikanan Tingkat Nasional pada tahun 2025 memiliki target sebanyak 

5 Penetapan. 

Tabel 13. 
Capaian Indikator Kinerja 9 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 9 Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan Perikanan tingkat nasional (kategori) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaia

n 

TW III 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

3 3 4 7 5 5 5 100 - 5 100 5 - 

  

Dasar Hukum pengelolaan Penghargaan ASN di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, yaitu: 

1.    UU Nomor 20 Tahun 2009, tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan; 



 

2.    Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa, 

dan Tanda Kehormatan; 

3.     Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 

20 Tahun 2009 Tentang GTK 

4.    Pedoman Pengajuan Usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, 

Pencabutan Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Penempatan dan/atau 

Pemakaian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. 

Sesuai Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Penghargaan ASN dengan target 

5, berupa pelaksanaan penghargaannya sebagai berikut: 

1)  Satyalancana Karya Satya XXX 

2)  Satyalancana Karya Satya XX 

3)  Satyalancana Karya Satya X 

4)  Satyalancana Wira Karya 

5)  Penghargaan Inovasi Bidang Kelautan dan Perikanan 

  

A.   Penghargaan ASN Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X Tahun 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan 

dan Perikanan telah mengirimkan usulan SLKS X, XX, XXX Tahun 2025 melalui 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor R.490/MEN-KP/IV/2025 tanggal 

23 April 2025 perihal Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, sebanyak 

1.569 orang dengan rincian sebagai berikut: 

a)      Satyalancana Karya Satya XXX Tahun = 90 orang 

b)      Satyalancana Karya Satya XX Tahun = 797 orang 

c)      Satyalancana Karya Satya X Tahun = 682 orang 

Proses pengusulan Satyalancana Karya Satya (SLKS) dilakukan melalui 

proses seleksi administrasi dengan sistem informasi usulan SLKS di lingkungan KKP, 

pada laman https://layanan-gmb.sdmao.id/login, dengan pengelola terdiri dari admin 

KKP, admin eselon I dan admin unit kerja, dengan berbasis database aplikasi e-

Pegawai KKP. 

Proses usulan dari KKP di tindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 65/TK/Tahun 2025 tanggal 5 Agustus 2025 tentang 

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dan Surat Sekretaris 

Militer Presiden Nomor R.152/KSN/SM/GT.00.01/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 

perihal Penyelesaian Surat Usul Tanda Kehormatan Satyalancana, Evaluasi 



 

Penghargaan ASN SLKS 2025 KKP yaitu dari usulan sebanyak 1.569 orang PNS, 

memenuhi syarat 1.562 orang PNS, tidak memenuhi syarat 7 orang PNS (2 orang 

masa kerja kurang, 1 orang sedang menjalani hukuman disiplin, 1 orang belum 

memiliki SLKS tahun sebelumnya, 2 orang telah diberikan SLKS diatasnya, dan 1 

orang telah dianugerahkan sebagaimana diusulkan), dan sebanyak 1.562 orang PNS 

disematkan penghargaan SLKS yang dilaksanakan pada HUT Republik Indonesia 17 

Agustus 2025. 

 

B.   Penghargaan ASN Satyalancana Wira Karya 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan 

dan Perikanan telah mengirimkan usulan penerima Satyalancana Wira Karya Tahun 

2025 melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor R.489/MEN-

KP/IV/2025 tanggal 23 April 2025 perihal Usulan Tanda Kehormatan Satyalancana 

Wira Karya, sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut: 

1)      Ditjen Perikanan Tangkap = 2 orang 

2)      Ditjen Perikanan Budidaya = 6 orang 

3)      BPPSDM = 5 orang 

Proses pengusulan Satyalancana Wira Karya dilakukan melalui proses seleksi 

administrasi dan penilaian tim penilai Wira Karya dengan melibatkan Pejabat 

Fungsional Utama bidang Kelautan dan Perikanan, tim Sekretariat Unit Eselon I dan 

Biro SDMAO, sesuai dengan inovasi bidang Kelautan dan Perikanan pengusul yang 

telah teruji dan memberi manfaat yang luas bagi mitra dan stakeholder serta 

berkelanjutan. 

Proses usulan dari KKP di tindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden 

Republik Indonesia Nomor 111/TK/Tahun 2025 tanggal 24 Oktober 2025 tentang 

Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya, yaitu dari usulan 

sebanyak 13 orang PNS, terpilih 10 orang PNS yang mendapatkan Penghargaan, 

penyematan Wira Karya dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025 dipimpin oleh 

Sekretaris Jenderal, di dampingi oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi, serta 

di saksikan oleh Pejabat Eselon I dan II dan tamu undangan. 

 

C.   Penghargaan ASN Inovasi Bidang Kelautan dan Perikanan 
Dalam rangka memperingati Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan dengan 

thema “26 Tahun Bersama KKP: Bergerak, Berdampak, Berkelanjutan, Wujudkan 



 

Indonesia Emas”, maka Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 

mengeluarkan Surat Nota Dinas Nomor 1705/SJ.3/KP.50/X/2025 tanggal 9 Oktober 

2025 perihal Partisipasi Pegawai dalam Lomba Karya Tulis Inovasi pada HUT ke 26 

KKP Tahun 2025. Penyelenggaraan bertujuan untuk mendorong budaya inovasi dan 

pemikiran strategis kepada seluruh pegawai KKP dengan 2 pilihan tema yakni Model 

Bisnis Kampung Nelayan Merah Putih dan Swasembada Garam. 

Hasil seleksi terpilih 2 orang ASN yaitu Joko Purnomo, NIP 

198103172005021001, Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP, judul inovasi “Strategi   

Optimalisasi   Kampung   Nelayan   Merah   Putih Berdaya (bergerak,  Responsif  

dan  dampak  nyata) menuju bursa ikan dunia” dan Dani Saepuloh, NIP 

198505272010121002, Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, BPPSDMKP, judul 

inovasi “ Transformasi  Digital  Usaha  Garam  Rakyat:  Model  Smart Farming  yang  

Diperkaya  Knowledge  Management  System untuk Produksi Presisi dan Rantai 

Pasok Transparan”. 

 

   

IK 10 : Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 
Penyederhanaan Birokrasi KKP 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk 

Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP pada tanggal 16 Februari 2023. 

Penyederhanaan birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan 

mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, namun juga dilakukan 

melalui perubahan Sistem Kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya 

peningkatan kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi 

Sistem Kerja yang semula berjenjang dan terkotak-kotak (silo) sehingga 

mengakibatkan lambatnya pengambilan keputusan yang berubah menjadi Sistem 

Kerja yang kolaboratif dan dinamis. Bentuk dari transformasi Sistem Kerja tersebut 

menekankan pada kerja tim yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata 



 

kelola pemerintahan digital. Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan 

untuk mempercepat pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara 

pada pencapaian kinerja bersama. Target Capaian IK penyederhanaan Birokrasi KKP 

pada tahun 2025 ialah 5, sama seperti target pada tahun sebelumnya. 

 
Tabel 14. 

 Capaian Indikator Kinerja 10 
Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 10 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Tar
get 

TW 
IV 

202
5 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaik

an 
2024-
2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW III 
2025 

Target 
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - 5 5 5 5 5 100 - 5 100 5 - 

  

  

  

IK 11 : Persentase BerAKHLAK Kementerian Kelautan dan 
Perikanan 

 

Dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai pelayan masyarakat publik khususnya 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta untuk 

menuju Aparatur Sipil Negara bertaraf internasional, dibutuhkan transformasi sumber 

daya manusia dimana salah satunya adalah menggunakan Nilai-nilai Utama (Core 

Values) Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang telah secara resmi diluncurkan oleh 

Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 

2021 tentang implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil 

Negara, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mencapai penerapan 

persentase BerAKHLAK. 



 

Kategori dari persentase BerAKHLAK yaitu Predikat A (Sehat, range indeks 

75%-100%, Nilai BerAKHLAK sudah sangat erat menjadi bagian dari perilaku kerja 

sehari hari dan menjadi ciri khas yang mewakili individu di dalam organisasi tersebut), 

Predikat B (Cukup Sehat, range indeks 50%-74,9%, Pegawai sudah 

mengimplementasikan yang nilai-nilai BerAKHLAK dalam perilaku kerja sehari-hari 

dengan baik), Predikat C (Tidak Sehat, range 25%-49,9%, Pegawai memiliki tingkat 

implementasi nilai BerAKHLAK yang rendah ke dalam perilaku kerja sehari-hari), dan 

Predikat D (Sangat Tidak Sehat, range 0%-24,9%, Pegawai memiliki tingkat 

implementasi nilai BerAKHLAK yang sangat rendah ke dalam perilaku kerja sehari-

hari). 

Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding menjadi pedoman dalam 

mengetahui, memahami, mengimplementasikan, menginternalisasikan dan 

melaksanakan Perwujudan Perilaku ASN KKP Dengan Core Values Aparatur Sipil 

Negara BerAKHLAK agar dapat membentuk budaya kerja, mengubah pola pikir 

pegawai dan menjadikan perilaku keseharian ASN KKP untuk mendukung 

peningkatan kinerja pegawai dan Organisasi. Pada Tahun 2023, IKU BerAKHLAK 

menjadi satu-satunya IKU yang targetnya tidak tercapai yang ada di Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi. Pada Tahun 2025 ini target nilai IKU BerAKHLAK yaitu 70. 

Tabel 15. 
Capaian Indikator Kinerja 11 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 11 Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target
TW IV 
2025 

Realisasi 
TW IV 
2025 

% 
Capaian
TW IV 
2025 

% 
kenaikan 

2024-2025 

Target
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW III 
2025 

Target 
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - 62,50 78,7 - 70 78,7 112,43 - 70 112,43 92 - 

  

Berdasarkan hasil survei dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang 

dilakukan oleh Kementerian PANRB yang dilaksanakan pada tahun 2024, diperoleh 

indeks BerAKHLAK sebesat 78,7% (Sehat).  

 



 

  

IK 12 : Persentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah 

Sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap instansi pemerintah wajib 

Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan diangkat kedalam jabatan 

fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan melalui pengangkatan 

pertama, perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian. 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor B/528/M.SM.01.00/2018, 

tanggal 15 Oktober 2018 perihal mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam jabatan fungsional yang menyatakan bahwa K/L/Pemda yang mempunyai 

rencana mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional keahlian dan 

jabatan fungsional keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan 

dari jabatan lain atau penyesuaian wajib didahului dengan penyampaian usulan 

kepada Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi 

sebelum menyampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi 

Birokrasi. Pada Tahun 2025, target capaian IKU Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah 

nilainya masih sama seperti tahun 2024, yaitu 82. 

Tabel 16. 
Capaian Indikator Kinerja 12 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 12 Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (Persentase) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - 81 82,3
0 

82 82 82 100 - 82 100 92 - 

  

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di 

Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagai berikut: 



 

1. surat usulan dari pemerintah daerah yang masuk sejumlah 54 (lima puluh empat) 

surat; 

2. dari 54 (lima puluh empat) surat usulan tersebut, 53 (lima puluh tiga) usulan sudah 

dilakukan verifikasi dan validasi serta diberikan rekomendasi; dan 

3. untuk 1 (satu) usulan yaitu dari provinsi Jawa Timur belum dilakukan verifikasi dan 

validasi serta diberikan rekomendasi karena salah satu unit pembina Jabatan 

Fungsional tidak berkenan melakukan verifikasi dan validasi serta memberikan 

rekomendasi. 

 

Memperhatikan target tahun 2025 sebesar 82 (delapan puluh dua), maka 

Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional di 

Pemerintah Daerah telah memenuhi target kinerja. 

 

  

IK 13 : Indeks Kepuasan Pelayanan SDM Aparatur dan 
Organisasi 

Indeks Layanan Kepegawaian merupakan penilaian atas layanan kepegawaian 

yang diberikan oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi kepada seluruh unit kerja baik 

pusat maupun UPT pada unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tujuan dari layana tersebut yaitu: 

1. Menilai kualitas, kecepatan, serta tingkat kepuasan terhadap layanan 

kepegawaian di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

2. Menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam peningkatan mutu pelayanan 

Biro SDMAO; dan 

3. Mendukung upaya simplifikasi layanan berbasis data survei yang akurat dan 

terukur. 

Survei dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner kepada pengelola 

kepegawaian dan pegawai pada unit organisasi baik pusat maupun UPT pada unit 

organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan 

pengukuran ini berada di bawah tanggung jawab Biro Sumber Daya Manusia Aparatur 

dan Organisasi selaku pembina bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan.  



 

Target capaian IK Persentase Indeks Kepuasan Pelayanan SDM Aparatur dan 

Organisasi dengan indek 3 dan dinilai pada akhir Tahun.  

 Tabel 17. 
Capaian Indikator Kinerja 13 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 13 Presentase Penyelesaian Usul Mutasi Kepegawaian 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenai
kan 

2025-
2029 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - - - 3 3 3,43 114,33 - 3 114,33 4 - 

 

Pelaksanaan kegiatan survey kepuasan terhadap pelayanan SDM Aparatur dan 

Organisasi pada tanggal 10 Desember 2025 dengan melibatkan unit Eselon I dan UPT 

dengan kategori “Sangat Baik” dengan nilai rata-rata survei sebesar 3,43 atau 114,33% 

   

 

IK 14 : Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi 

Persentase Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

merupakan IKU yang menggantikan IK Nilai Rekonsiliasi Kinerja. Adapun IK ini 

dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian di 

dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: 

a.    perencanaan kinerja (30%); 

b.    pengukuran kinerja (30%); 

c.     pelaporan kinerja (15%); dan 

d.    evaluasi kinerja (25%). 

Target capaian nilai Indikator Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi tahun 2025 adalah 87, mengalami kenaikan dari target tahun 

sebelumnya yaitu 84.  

 



 

 Tabel 18. 
Capaian Indikator Kinerja 14 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

IKU 14 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Targ
et 

2025 

% 
Capaian 
terhada
p Target 
TW IV 
2025 

Target 
2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2025 

- - 84,70 82,20 87 87 87 100 - 87 100 87 - 

  

Sesuai dengan Surat Nomor B.937/SJ/RC.610/IX/2025 tanggal 16 September 

2025 hal Hasil Penilaian Mandiri AKIP Tahun 2025, untuk Target Capaian Indikator 

Kinerja Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2025 

sebesar 87 dengan kategori A (Memuaskan). 

            
Gambar 5. LKE pada aplikasi Kinerjaku, sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id 

 
 

  

IK 15 : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM 
Aparatur 

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan 

kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, kedisiplinan 

pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. 



 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi 

Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur 

Sipil Negara, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks 

Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali. 

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi selaku penanggung jawab 

untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data 4 (empat) dimensi 

terhadap pelaksanaan pengukuran IP ASN pegawai di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Hasil atas pengukuran IP ASN menjadi bahan pertimbangan, 

rekomendasi tindak lanjut untuk capaian output kendali tinggi sesuai target pada 

Perjanjian Kinerja atau Indikator Kinerja Utama Organisasi dan capaian output kendali 

rendah. Proses pembaruan kebijakan yang terus berkembang juga menjadi alasan 

evaluasi berperan penting untuk pertimbangan dalam berbagai tindak lanjut terhadap 

kompetensi pegawai dan dampaknya pada proses pengukuran profesionalitas di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, laporan monitoring 

dan evaluasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Sumber Daya 

Manusia Aparatur dan Organisasi dalam mendokumentasikan hasil monitoring dan 

evaluasi, serta capaian pengukuran IP ASN pegawai di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2025 ini, target capaian nilai IKU Indeks 

Profesionalitas ASN Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah sebesar 87. 

 
Tabel 19. 

Capaian Indikator Kinerja 15 
Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 15 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM Aparatur(%) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaika
n 2024-

2025 

Targe
t 

2025 

% 
Capaia

n 
terhad

ap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

100 95,00 100 89,76 90,5
8 

82 90,58 110,46 - 82 110,46 - - 

  



 

Pada triwulan IV atau semester II ini capain IP ASN Lingkup Biro SDM 

Aparatur dan Otganisasi sebesar 90,58 dari target sebesar 82,00, hal tersebut tidak 

terlepas dari keikutsertaan seluruh pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

mengikuti pelatihan, seminar, e-learning yang diselenggarakan baik dari internal 

KKP maupun dari K/L lainnya. Penghitungan capaian Indeks Profesionalitas ASN 

didukung dengan dashboard yang terintegrasi dengan Sistem Informasi ASN 

(SIASN) BKN sehingga validitas datanya lebih terjamin. 

 

  Gambar 5. Dashboard Capaian IP ASN Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 

pada  aplikasi IP ASN, sumber: http://ropeg.kkp.go.id:4080/ip-asn/2025/unker/2                      

  

IK 16 : Persentase Penyelesaian Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

Penyelesaian Program Penyusunan Perundang-undangan sebagaimana 

tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 

Tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di 

Lingkungan Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. Dimana dalam Permen KP tersebut 

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi menargetkan 2 (dua) buah 

Peraturan Menteri di tahun 2025 yaitu: 



 

a. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkup Kementerian Kelautan dan 

Perikanan; dan 

b. Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-

KP/2017 tentang Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian JPT dan Jabatan 

Administrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

Tabel 21. 
Capaian Indikator Kinerja 16 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 16 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang 
Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi (%) 

Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaik

an 
2024-
2025 

Target 

2025 

% 
Capaian 
terhada
p Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

- 90,91
% 

100 100 100 100 100 100 - 100 100 - - 

 

Target capaian IK Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2025 

adalah sebesar 100%. Pada triwulan II ini Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah 

menyelesaikan 2 (dua) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 

2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (100%) dan Rancangan Permen KP tentang Pelaksana 

Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan KKP (proses harmonisasi di kementerian 

hukum). 

 

IK 17 : Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro 
SDM Aparatur dan Organisasi 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Biro Sumber Daya Manusia 

Aparatur dan Organisasi merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 



 

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. 

Target Capaian IK mengenai Temuan BPK pada tahun 2025 adalah sebesar 100%.  

 Tabel 22. 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 17 Persentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi  (%) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisa
si 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaik

an 
2024-
2025 

Target 

2025 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Targe
t 

2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - - 

Sebagaimana tertuang dalam Noda Dinas dari Biro Keuangan nomor 

136/SJ.2/RC.610/I/2026 Hal Penyampaian Capaian IKU Persentase Penyelesaian 

Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal  dimana dalam Nota Dinas  

tersebut disampaikan jbahwa penyelesaian temuan BPK untuk Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi dengan capaian sebesar 100%. 

 

 



 

  Sumber. Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 136/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 12 Januari 2026, Capaian IKU Persentase 

Penyelesaian Temuan BPK Unit Eselon II Lingkup Sekretariat Jenderal” 

 

IK 18 : Rekomendasi hasil pengawasan yang 
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Biro 
SDM Aparatur dan Organisasi 

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal 

kepada Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal 

berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat 

maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September 2021 atau 

Triwulan IV Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2021 yang telah ditindaklanjuti secara 

tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mantra kerja yang menjadi 

objek pengawasan. 

Target capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 

Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi Pada Tahun 2025 adalah sebesar 85%. 

Tabel 23. 
Capaian Indikator Kinerja 18 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

IK-18 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja 
lingkup Biro SDMAO 

Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Target 

TW IV 

2025 

Realisasi 

TW IV 
2025 

Capaia
n%  

TW IV 
2025 

kenaikan 
% 2024-

2025 

Targ
et 

2025 

% 
Capaia

n 
terhad

ap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
2029 

100 95,00 100 100 100 85 100 117,65 12,39 85 117,65 - - 

  
 

Realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan 

yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” periode 

Triwulan IV Tahun 2025 diperoleh sebesar 100% yaitu dari 89 rekomendasi telah 

ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 89 rekomendasi, dengan rincian per unit kerja 

eselon II sebagai berikut: 



 

 
Tabel 24. 

Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan III Tahun 2025 

 

Sumber. Nota Dinas Biro Keuangan Nomor 103/SJ.2/RC.610/I/2026 tanggal 09 Januari 2026, Perihal Capaian IKU 
”Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat 
Jenderal Triwulan IV Tahun 2026” 

 

Sebagai bentuk komitmen Biro SDM Aparatur dan Organisasi dalam 

mempertahankan capaian kinerja IK ini,salah satu upaya yang dilakukan oleh Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi adalah dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap 

bulan antar Ketua Tim Kerja dan para penanggung jawab kegiatan yang diharapkan 

dapat membuat kinerja di Biro SDM Aparatur dan Organisasi menjadi lebih baik 

dengan melakukan evaluasi dan perbaikan atas kegiatan yang sudah dilakukan. 

  

IK 19 : Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro 
SDM Aparatur dan Organisasi 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator 

kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian 

kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 



 

Kinerja, Dan Merupakan Tekad Dan Janji Yang Akan Dicapai Antara Pimpinan Unit 

Kerja Yang Menerima Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja Dengan Pihak Yang 

Memberikan Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja. Target Capaian IKU Persentase 

Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2025 

adalah sebesar 95%.  

 

Tabel 25. 
Capaian Indikator Kinerja 19 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

IK 19 Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%) 
Realisasi 2025 Renstra Setjen 2025-2029 

2021 2022 2023 2024 2025 Tar
get 

TW 
IV 

202
5 

Realisasi 

TW IV 
2025 

% 
Capaian 

TW IV 
2025 

% 
kenaik

an 
2024-
2025 

Tar
get 

202
5 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
TW IV 
2025 

Target 
2029 

% 
Capaian 
terhadap 
Target 
202- 

- 99,48 98,49 98,90 - 95 99,98 105,24 - 95 105,24 - - 

  

Pada triwulan IV ini pagu efektif di Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengalami 

perubahan sebesar Rp158.999.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang semula sebesar Rp1.938.328.000,00 (satu 

miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) 

menjadi Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh 

tujuh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua miliar 

sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 

99,98%, dengan sisa anggaran sebesar  Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh 

ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah). 

  

KINERJA ANGGARAN 

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-37/MK.02/2025 tanggal 24 

Januari 2025 perihal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, yang semula 



 

Rp17.100.587.000,00. (Tujuh belas miliar seratus juta lima ratus delapan puluh tujuh 

ribu rupiah) sebagaimana tertuang dalam DIPA awal Tahun 2025 menjadi 

Rp1.938.328.000,00 (satu miliar Sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus dua 

puluh delapan ribu rupiah). 

Pada tanggal 10 Desember 2025 Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah 

mengirimkan Nota Dinas dengan Nomor 2105/SJ.3/RC.420/XII/2025 kepada Kepala 

Biro Umum dan Kepala Biro Perencanaan telah melakukan usulan revisi anggaran 

(POK). Adapun mata anggaran yang mengalami revisi yaitu Layanan Umum 

(2328.EBA.962) dan Layanan Perkantoran (2328.EBA.994), dengan penambahan 

pagu sebesar  Rp158.999.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus 

sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan demikian pagu efektif di Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi menjadi Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh 

tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). 

 
 

Tabel 26. 
Pagu Anggaran Efektif setelah Revisi dan Relaksasi Tahun Anggaran 

2025 Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2025 
Pagu Efektif 

Sebelum 
Relaksasi 

(Rp) 

Revisi 
(Rp) 

Pagu Efektif 
setelah Revisi 

(Rp) 

Relaksasi    
 (Rp) 

Pagu Efektif 
Setelah 

Relaksasi 
(Rp) 

1.938.328.000  158.999.000 2.097.327.000 - 2.097.327.000 

 

dengan realisasi anggaran pada triwulan IV sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua 

miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dari 

total pagu sebesar Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus 

dua puluh tujuh ribu rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan anggaran sebesar dengan 

sisa anggaran sebesar  Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus 

enam puluh satu rupiah). 

 

 

 



 

  
Tabel 27. 

Realisasi Anggaran Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi  
Triwulan IV Tahun 2025 

No  Kode 
Anggaran  Uraian Pagu Anggaran    

(Rp) 
Realisasi      

(Rp) 
Sisa 

Anggaran      
(Rp) 

Persentas
e (%) 

1. 
2323.EBA.960 Layanan 

Organisasi, Tata 

Laksana dan 

Reformasi Birokrasi 

45.812.000 45.729.262 82.738 
    99,82 

2. 2323.EBC.954 Layanan 

Manajemen SDM 

302.778.000 302.772.400            5.600 100,00 

3. 2323.EBA.962 Layanan Umum 1.063.853.000 1.063.618.889        234.111  99,98 

4. 2323.EBA.994 Layanan 

Perkantoran 

   684.884.000     684.729.088       154.912 99,98 

TOTAL 2.097.327.000  2.096.849.639       477.361    99,98 
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 BAB IV 
PENUTUP 

  

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 2025 

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran 

strategis Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dalam perkembangan tahun-tahun 

sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum capaian 

sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat 

indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan 

beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif 

segenap jajaran di lingkungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi dan seluruh 

stakeholder. 

Tahun 2025 merupakan tahun yang penuh makna, dimana seluruh jajaran Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra 

Setjen 2025-2029 dan juga tahun yang penuh dengan tantangan. Hal tersebut perlu 

dilakukan untuk tetap menjaga pencapaian target kinerja di tengah keterbatasan 

ruang gerak dan ruang fiskal. Rencana Aksi di tahun 2025 yang telah disusun terus 

dilaksanakan dan dievaluasi berkala untuk tetap dapat mempertahankan prestasi 

kinerja organisasi. Di tahun 2025, banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan 

terkait kesekjenan antara lain: pembenahan tata kerja, pemanfaatan teknologi dan 

informasi, digitalisasi, inovasi-inovasi baru  serta digital awareness bagi setiap 

pegawai/pejabat dalam menghadapi kondisi yang tidak terduga. Semua tahapan 

untuk pencapaian target kinerja dievaluasi bersama untuk menyelesaikan kendala 

yang dihadapi agar kinerja tetap terjaga. 

Sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2025, Nilai Kinerja Organisasi Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi yang merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja dan 

beberapa penghargaan yang telah berhasil diraih/dipertahankan Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi menjadi hasil dari kerja keras, dan dedikasi seluruh pegawai dalam 

rangka menjaga semangat mendukung pencapaian visi Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. 



 

1. Pada Triwulan IV 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai 2 (dua) 

Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hasil pengukuran capaian pada Triwulan lV 2025, 

Nilai Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah sebesar   

2. Pada triwulan IV ini pagu efektif di Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengalami 

perubahan sebesar Rp158.999.000 (seratus lima puluh delapan juta sembilan 

ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang semula sebesar 

Rp1.938.328.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus 

dua puluh delapan ribu rupiah) menjadi Rp2.097.327.000,00 (dua miliar sembilan 

puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp2.096.849.639,00 (dua miliar sembilan puluh enam juta delapan ratus 

tiga puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99,98%, dengan sisa anggaran 

sebesar  Rp477.361,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh 

satu rupiah). 

Adapun Evaluasi atas capaian kinerja dan rekomendasi perbaikan kedepan 

memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3 

Akuntabilitas Kinerja keseluruhan indikator kinerja telah tercapai, namun untuk 

mempertahankan capaian IK di triwulan IV tahun 2025. Untuk mencapai target kinerja 

Triwulan IV atau Semester II Tahun 2025, Biro SDM Aparatur dan Organisasi akan 

segera menerapkan serangkaian langkah perbaikan, termasuk evaluasi menyeluruh 

terhadap pencapaian sebelumnya, optimalisasi proses kerja, peningkatan koordinasi 

antar tim, serta pengawasan rutin terhadap progres pelaksanaan kinerja. 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 Lampiran 1. 
a. Perjanjian Kinerja Revisi (Pengesahan 02 Desember 2025) 
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